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MUHAMMAD MUH. ANGGA WILANTARA , B111 11 415, Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan No.847/ 
Pid.B/ 2013/ PN.Makassar), di bawah bimbingan M. Syukri Akub selaku 
pembimbing I dan Haeranah selaku pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan hokum 
pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 847/Pid.B/2013/ PN.Makassar dan 
untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana pada pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan 
Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 847/Pid.B/2013/PN.Makassar 
 Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi 
yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri 
Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode 
Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan ketentuan hokum 
pidana materil terhadap perkara putusan Nomor: 847/Pid.B/2013/ PN. 
Makassar, telah sesuai berdasarkan fakta-fakta hukum baik melalui 
keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti selain 
itu juga didasarkan pertimbangan yuridis yaitu dakwaan dan tuntutan jaksa. 
(2) Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 
perkara putusan Nomor: 847/Pid.B/2013/PN.Makassar, menurut penulis 
sudah sesuai karena berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada yaitu 
penjabaran keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti 
serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan 
dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, serta memperhatikan undang-




















A. Latar Belakang Masalah 
Hasrat pemenuhan kebutuhan hidup mendorong seseorang 
cenderung melakukan kegiatan yang berlebih agar kebutuhan hidupnya 
tersebut dapat terpenuhi.Tidak jarang seseorang melakukan tindakan yang 
melanggar kepentingan umum hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Kebutuhan hidup dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek-aspek 
sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi 
sehingga modus pelaku tindak kejahatan menyasar objek yang linear dengan 
aspek-aspek yang mempengaruhinya. 
Hukum di Indonesia telah mengatur pemalsuan terhadap sesuatu 
merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang termasuk tindak kejahatan 
dalam kitab undang-undang hokum pidana (KUHP).Pemalsuan sendiri diatur 
dalam BAB XII Buku II KUHP,buku tersebut mencantumkam bahwa yang 
termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja,termasuk di 
dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana s/d 
pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan 
dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan 
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Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP menyuruh 
memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). 
Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah 
surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada,yang sebagian atau seluruh 
isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan adalah segala wujud 
perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, 
dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat 
sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang 
dipalsukan. 
Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi 
kepentingan hukum public perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 
macam  objek surat,ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang 
menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang 
dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu. 
Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 macam surat  tersebut 
adalah perbuatan membuat surat palsu (valschelij kop maaken) dan 
memalsukan(vervalsen). 
Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana 
terhadap penyelesain problematika. Kebijakan  hukum pidana sebagai suatu 
upaya untuk menangulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, 
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maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat 
dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih 
luas. 
Menurut Adam ichazawi (2005;3) : 
“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam 
masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan 
dewasa  ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan  dengan 
berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada 
semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang 
semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang 
mana di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu 
atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seoalah-
olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang 
sebenarnya.” 
 
Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis berinisiatif untuk meneliti 
lebih lanjut permasalahan mengenai pemalsuan surat yang diatur dalam 
Pasal 263 KUHP dan menuangkannya dalam Tugas Akhir (Skripsi) dengan 
judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu : 
1. Bagaimanakah penerapan hokum pidanama teriil terhadap tindak 
pidana pemalsuan surat pada putusan NO.847/Pid.b/2013/PN. 
Makassar. 
2. Bagaimanakah pertimbangan hokum dari hakim dalam menjatuhkan 
putusan pada kasus putusan NO.847/Pid.b/2013/PN.Makassar. 
C. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan hokum pidana materiil dalam putusan 
No.847/Pid.B/2013/PN.Mks. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan    
No.847/Pid.B/2013/PN.Mks. 
D. Kegunaan Penelitian 
Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini 





1. Secara Akademis/Teoritis 
 Secara akademis diharapkan penulisan ini dapat memberikan ilmu 
pengetahuan, terutama disiplin ilmu Hukum pidana. 
 
2. SecaraPraktis 
Sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan teoritis dan bagi apparat 
penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) untuk meningkatkan 
pengetahuan (knowledget), keahlian (skill), dan perilaku (behavior) 
dalam penanganan perkara tindak pidana pemalsuan surat. Selain itu, 
untuk melengkapi bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan 
pembahasan tindak pidana pemalsuan surat dalam hal ini pemalsuan 







A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana tindak pidana dikenal dalam beberapa 
istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun delik.Menurut 
kamus hukum Ilham Gunawan (2002 : 75) bahwa : 
“Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang 
pidana dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang yang 
dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung 
jawabkan." 
 
Menurut Subekti (2005 : 35) tindak pidana adalah perbuatan 
yang diancam dengan hukuman. Dalam undang-undang sendiri dikenal 
beberapa istilah untuk delik seperti peristiwa pidana (Undang-Undang 
Dasar Sementara Tahun 1950), perbuatan pidana (Undang-Undang No. 
1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan 
Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan 
Sipil), perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum (Undang-Undang 
Darurat No.2 Tahun 1951 Tentang perubahan Ordonantie Tijdelijke 
Byzondere Strafbepalingen, tindak pidana (Undang-Undang Darurat 




A.Zainal Abidin Farid (1987 : 33), menyatakan bahwa : 
“Tindak pidana sebagai suatu perbuatan atau pengabdian yang 
melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh 
seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan”. 
 
Lebih lanjut Moeljatno (Leden Marpaung, 2005 : 7),menyatakan : 
“Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa tertentu 
bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. 
 
Sedangkan E. Utrecht (Leden Marpaung, 2005 : 7) memakai 
istilah “Peristiwa Pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (feit) dari 
sudut hukum pidana. 
Simons (P.A.F. Lamintang, 1997 : 176), merumuskan Strafbaar 
feit adalah: 
“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-
Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat di 
hukum”. 
 
Menurut Rusli Effendy (1986 : 46) bahwa : 
“Dalam pemakain perkataan peristiwa pidana haruslah dijadikan dan 
diartikan sebagai kata majemuk dan janganlah satu sama lain, sebab 
kalau dipakai perkataan peristiwa saja maka hal ini dapat mempunyai 
arti lain umpamanya peristiwa alamiah.” 
 
Tongat membagi pengertian tindak pidana menjadi dua 
pandangan, pembagian ini didasarkan pada doktrin.Pandangan yang 
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pertama adalah monitis.Pandangan monitis adalah suatu pandangan 
yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya 
merupakan sifat dari perbuatan.para ahli yang menganut pandangan ini 
antara lain : Simons dan J. Bouman (Adami Chazawi, 2002 : 70). 
J.Bouman (Adami Chazawi, 2002 : 104) berpendapat bahwa 
tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat 
melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. 
Pandangan yang kedua ,disebut dengan pandangan dualistik. 
Pandangan ini berpendapat bahwa antara perbuatan pidana dan 
pertanggung jawaban pidana harus dipisahkan. Salah satu ahli 
berpandangan dualistik adalah Moeljanto (Adami Chazawi, 2002 : 105) 
yang memberikan rumusan tindak pidana : 
a. Adanya perbuatan manusia. 
b. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan dalam undang-undang. 
c. Bersifat melawan. 
2. Unsur Tindak Pidana 
Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana bila 
memenuhi unsur-unsur, (Lamintang, 1997 : 184) sebagai berikut : 
a) Harus ada perbuatan manusia; 
b) Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan 
pasal dari undang-undang yang bersangkutan; 
c) Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); 
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d) Dapat dipertanggungjawabkan. 
Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 
2005 : 10) mengemukakan bahwa :Unsur tindak pidana  terdiri atas 
unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang 
terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa: 
1. Suatu tindakan; 
2. Suatu akibat dan; 
3. Keadaan (omstandigheid). 
Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
Undang-Undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan 
yang dapat berupa : 
1. Kemampuan (toerekeningsvatbaarheid); 
2. Kesalahan (schuld). 
Menurut Moeljatno (Leden Marpaung, 2005 : 10) 
“Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh 
karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang 
di timbulkan adalah adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan 





B. Pemalsuan Surat 
1. Pengertian Pemalsuan Surat 
1.1 Pemalsuan 
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran 
terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh 
keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup 
yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat 
berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti 
surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan 
dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat 
tersebut. 
Manusia telah diciptakan untuk hidup bermasyarakat, dalam 
suasana hidup bermasyarakat itulah ada perasaan saling 
ketergantungan satu sama lain. Di dalamnya terdapat tuntutan 
kebiasaan, aspirasi, norma, nilai kebutuhan dan sebagainya. 
Kesemuanya ini dapat berjalan sebagaimana mestinya jika ada 
keseimbangan pemahaman kondisi sosial tiap pribadi.Tetapi 
keseimbangan tersebut dapat goyah bilamana dalam masyarakat 
tersebut ancaman yang salah satunya berupa tindak kejahatan 
pemalsuan. 
Menurut Adami Chazawi (2001 : 3) mengemukakan bahwa : 
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Pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam 
mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu 
(objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya 
padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. 
Menurut Topo Santoso (2001 : 77),mengemukakan bahwa: 
Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa 
terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana : 
1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu 
barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang 
yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya 
bahwa barang orang lain terperdaya. 
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan 
diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis 
perbuatan penipuan) 
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum 
yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya 
dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” 
dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut. 
1.2 Surat 
Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan 
tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti 
(makna). Meskipun KUHPidana tidak memberikan definisi secara jelas 
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tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan 
memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHPidana, maka dapatlah 
diketahui pengertian surat. 
Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP menurut R. soesilo (1996 
: 195) sebagai berikut: 
“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang 
dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau 
sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai 
keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan 
menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat 
itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau 
mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian 
dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya enam tahun.” 
 
Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan 
dengan surat ialah sebagai berikut: 
1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda 
masuk, surat andil, dll) 
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian 
piutang, perjankjian sewa, perjanjian jual beli) 
3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: 
kwitansi atau surat semacam itu) 
4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu 
perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, 
buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll) 
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Dalam KUHPidana tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu 
tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam 
tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak 
menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-
contoh yang dikemukakan oleh R.Soesilo (1996 : 195) di dalam KUHP, 
seperti: 
Ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, 
perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau surat semacam itu, 
akte, ;lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat 
angkutan, obligasi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud 
dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan 
menghilangkan hak. 
Menurut Lamintang (2009 : 9),mengemukakan bahwa: 
“Surat adalah sehelai kertas atau lebih di gunakan untuk 
mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat 
berupa: Penyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, 
permintaan, sanggahan, tuntutan,gugatan dan lain sebagai.” 
 
1.3  Pemalsuan surat 
Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang 
mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang 
sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan 
keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, 
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pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi 
surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. 
Menurut Soenarto Soerodibro (1994 : 154), mengemukakan 
bahwa, barangsiapa di bawah suatu tulisan mebubuhkan tanda tangan 
orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut 
telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan 
membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat 
surat/ membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada 
surat,kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau 
seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. 
Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat 
surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau 
surat tidak asli. 
 
2. Unsur-unsur Pemalsuan Surat 
Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 
263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 
macam kejahatan pemalsuan surat, yakni: 
a. Pemalsuan surat pada umumnya ( Pasal 263 KUHP); 
b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP); 
c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik 
(Pasal 266 KUHP): 
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d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, 268 KUHP); 
e. Pemalsuan surat surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 
KUHP); 
f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 
KUHP); 
g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 
KUHP); 
Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa 
pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat 
dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut : 
a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau 
pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari 
pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan 
tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan 
kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling 
lama 6 bulan 
b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja 
memakai surat palsu atau yg dipalsukan seolah-olah asli, jika 
pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. 
 
Menurut Adami Chazawi (2002 : 98-99) dalam Pasal 263 tersebut 
ada 2 kejahatan, masing-masing di rumuskan pada ayat (1) dan (2). 
Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur 
a. Unsur-unsur obyektif: 
1. Perbuatan: 




2. Obyeknya yakni surat: 
a. Yang dapat menimbulkan suatu hak; 
b. Yang menimbulkan suatu perikatan; 
c. Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; 
d. Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak. 
b. Unsur subyektifnya: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh 
orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.Sedangkan 
Pasal 263 ayat (2) KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai 
berikut: 
a. Unsur-unsur obyektif; 
1. Perbuatan memakai; 
2. Obyeknya: 
a. surat palsu; 
b. surat yang dipalsukan 
3. Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. 
b. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja. 
Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui 
terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan 
sesuatu surat, dan antara kedua istilah tersebut terdapat pengertian 
yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat 
palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh 
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isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada 
surat asli yang dipalsukan. Misalnya mencetak suatu formulir yang lazim 
digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada dengan menjiplak 
isinya sehingga seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan 
pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan 
cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat 
yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda 
dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya 
sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya 
sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya. Misalnya dalam 
suatu surat itu tertulis Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kemudian ditambah 
nolnya satu sehingga berubah menjadi Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu 
rupiah). 
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan 
Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk 
kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, 
pemalsuan merek dan materai dan pemalsuan surat. 
a. Sumpah Palsu 
Keterangan dibawah dapat diberikan dengan lisan atau 
tulisan.Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang 
mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan 
disertai sumpah, memohon kesaksian Tuhan bahwa iamemberikan 
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keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang 
pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama 
masing-masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan bahwa 
seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa 
keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan 
pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai 
polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam 
menyidik perkara pidana. 
b. Pemalsuan uang 
Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, 
uang kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 KUHP 
mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas 
tahun penjara. 
Barangsiapa membuat secara meniru atau memalsukan 
uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank 
dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh 
mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman 
yang diancam menandakan beratnya sifat delik ini.Hal ini dapat 
dimengerti karena delik ini tertipulah masyarakat seluruhnnya, 
tidak hanya beberapa orang saja. 
c. Pemalsuan Merek dan Materai 
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Pemalsuan materai yang termuat dalam Pasal 253 yaitu 
pasal pertama title XI Buku II KUHP yang berjudul “Pemalsuan 
materai dan cap” adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi 
bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat 
yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak 
seluas seperti dalam pemalsuan uang yang dapat dikatakan 
meliputi masyarakat luas. Dapat dimengerti bahwa kini maksimum 
hukuman hanya penjara selama tujuh tahun.Pemalsuan materai ini 
pertama-tama merugikan pemerintah karena pembelian materai 
adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat 
berkurangnnya pajak ke kas Negara. Selain dari unsur perpajakan, 
materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan 
adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan 
oleh undang-undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa 
materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak 
dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga 
dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat- surat baru 
dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi 
materai yang ditentukan oleh undang-undang. 
d. Pemalsuan Surat 
Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat 
mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu 
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kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat 
mengenai kepentingan dari induvidu-induvidu yang mungkin 
secara langsung dirugikan dengan pemalsuan surat ini.Pemalsuan 
surat diatur didalam pasal 263 sampai pasal 276 KUHP. 
 
 
C. Pidana dan Pemidanaan 
1) Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat 
diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah 
melakukan suatu tindak pidana. Para ahli hukum di Indonesia 
membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah hukuman adalah 
istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam 
ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan 
istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan 
dengan hukum pidana. Telah banyak ahli yang memberikan pengertian 
pidana. 
Pengertian Pidana Menurut Van Hamel: Pidana adalah suatu 
penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama 
negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi 
seorang pelanggar,  yakni semata-mata karena orang tersebut telah 
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melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh 
negara. 
Pengertian Pidana Menurut Simons: Pidana adalah suatu 
penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan 
dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu 
putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. 
Pengertian Pidana Menurut Sudarto: Pidana adalah 
penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang 
melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 
Pengertian Pidana Menurut Roeslan Saleh: Pidana adalah 
reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan 
sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. 
Pengertian Pidana Menurut Ted Honderich: Pidana adalah 
suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman 
yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah 
pelanggaran. 
Pengertian Pidana Menurut Alf Ross: Pidana adalah 
tanggung jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap 
aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang 
atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.(Muhammad 
Ekaputra dan Abdul Kahir. 2010). 
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2) Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan Sebagai hukuman,sedangkan 
“pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang 
penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena 
pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi 
si terpidana, korban dan juga masyarakat. Oleh karena itu, teori ini 
disebut juga teori konsekuensialisme, sebab dijatuhkan bukan 
karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi 
berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa 
(Amir Ilyas, 2012 : 95). 
Dalam KUHP, penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu 
macam saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu 
pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak 
pidana bersangkutan. Tidak dibenarkan penjatuhan pidana pokok 
yang tidak diancamkan pada pasal tindak pidana yang 
bersangkutan.Untuk tindak pidana pokok, masih dapat dikenakan 
satu atau lebih pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 
10b.Dikatakan dapat berarti penambahan pidana tersebut adalah 
fakultatif.Jadi pada dasarnya dalam sistem KUHP ini tidak 
diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan mandiri tanpa penjatuhan 
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pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (3) (pendidikan paksa) 
dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum dewasa tersebut 
pada orang tuanya). 
Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah 
lima belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh 
tahun, sedangkan minimum pidana penjara adalah satu hari 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Mengenai maksimum 
pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati 
menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan 
pidana karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan 
Pasal 52-52a KUHP. Adapun minimum pidana kurungan adalah 
satu hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 KUHP (Amir 
Ilyas, 2012 : 97). 
Ada beberapa teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk 
menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan sebenarnya 
pemidanaan itu dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi (2005 : 157), teori 
pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yaitu: 
a) Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldings theorien). 
b) Teori relatif atau teori tujuan (doel theorien). 
c) Teori gabungan (vernegins theorien). 
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (vergeldings theorien). 
24 
 
Aliran ini yang menganggap dasar dari hukum pidana adalah alam 
pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung).Teori ini dikenal pada 
akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti Immanuel Kant, 
Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polka. 
Menurut Kant (Amir Ilyas, 2012 : 98) 
“bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu 
syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap 
penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan.” 
 
 
Menurut Stahl (Amir Ilyas, 2012 : 98), mengemukakan bahwa: 
“Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang 
diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di 
dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum 
dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas sampai 
setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya”. 
 
Lebih lanjut Hegel (Amir Ilyas, 2012 : 98) berpendapat: 
“Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai these). Jika 
seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, 
berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti these), oleh karena 
itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya 
(synthese) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya 
hukum (these).” 
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart (Amir Ilyas, 2012: 99) 
bahwa:“Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan 
ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat 
dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aethesthica harus dibalas 
dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya”. 
 
 
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doen Theorien). 
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Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat.Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan 
tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut 
pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu 
(noodzakelijk) diadakan: 
Menurut Adami Chazawi (2005 : 162), untuk mencapai tujuan 
ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, 
yaitu: 
1. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking); 
2. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering); 
3. Bersifat membinasakan (onschadelijk maken). 
 
Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada 2 (dua) macam, yaitu: 
- Pencegahan umum (general preventie), dan 
- Pencegahan khusus (special preventie). 
 
3. Teori Gabungan (Vernegins Theorien). 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan 
asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu 
menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan 
menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut: 
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a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari hal-hal yang 
perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib 
masyarakat. 
b) Menurut Schravendijk (Adami Chazawi, 2005 : 166 ), teori 
gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 
masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 
lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. 
  
1. Teori gabungan yang pertama. 
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan 
ini didukung oleh Pompe (Adami Chazawi, 2005 : 167), yang 
berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada 
penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib 
hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin 
dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat 
dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) 
masyarakat. 
Pakar hukum yang juga pendukung teori gabungan pertama ini ialah 
Zevenbergen (Adami Chazawi, 2005 : 167) yang berpandangan 
bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi 
mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum sebab pidana itu 
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adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum 
dan pemerintahan. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika 
memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib 
hukum itu. 
2. Teori gabungan yang kedua. 
Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib 
hukum ini antara lain Thomas Aquino dan Vos. 
 
 
Menurut Simons (Adami Chazawi, 2005 : 167),  
“dasar primer pidana adalah pencegahan umum; dasar sekundernya 
adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada 
pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam 
undang-undang.Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam 
hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan 
khusus, yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki dan 
membikin tidak berdayanya penjahat.Dalam hal ini harus diingat 
bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan atau berdasar 
atas hukum masyarakat.” 
 
Menurut Thomas Aquino (Adami Chazawi, 2005 : 167) 
”dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum.Untuk adanya pidana, 
harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (schuld) 
itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan 
sukarela.Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan 
perbuatan yang dilakukan dengan sukarela inilah bersifat 
pembalasan.Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari 
pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada 
hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib 
masyarakat.” 
 
Pendukung teori ini yang lain ialah Vos (Adami Chazawi, 2005 : 168) 
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“yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak 
hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada 
ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara 
konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan 
terpidana masih disangsikan efektivitasnya untuk menakut-
nakuti.Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana 
penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang 
yang tidak pernah, telah takut untuk dipenjara.Oleh karena itu, 
diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan 
khusus dapat menahan si pernah dipidana untuk tidak melakukan 
kejahatan lagi.” 
 
Dikatakan pula oleh Vos (Adami Chazawi, 2005 : 168),  
“bahwa umum anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan 
pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu, dapat membawa 
kepuasan masyarakat.Mungkin tentang beratnya pidana, ada 
perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, 
tidak ada perbedaan pendapat.Umumnya penjatuhan pidana dapat 
memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat 
berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib masyarakat.” 
 
D. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana 
1. Dasar Pemberatan Pidana 
Menurut Jonkers (Zainal Abidin, 2007 : 427) bahwa dasar umum, 
strafverhogingsgronden, atau dasar pemberatan atau penambahan pidana 
umum adalah: 
a. Kedudukan sebagai pegawai negeri; 
b. Recidive (pengulangan delik); 
c. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih tindak 
pidana). 
 
Kemudian Jonkers menyatakan bahwa Titel Ketiga Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu 
Pasal 52 KUHP yang rumusannya: 
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“Jikalau seorang pegawai negeri (ambteenar) melanggar 
kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya karena melakukan 
perbuatan yang dapat dipidana, atau pada waktu melakukan 
perbuatan yang dapat dipidana memakai kekuasaan, kesempatan 
atau daya upaya yang diperoleh karena jabatannya, maka pidananya 
boleh ditambah dengan sepertiganya”. 
 
Menurut Zainal Abidin (2007 : 427) ketentuan tersebut jarang sekali 
digunakan oleh penuntut umum dan pengadilan, seolah-olah tidak dikenal. 
Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri 
yang menurut Pasal 52 KUHP, yaitu: 
a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau 
b. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-upaya yang 
diperoleh karena jabatannya. 
 
Kalau pengadilan hendak menjatuhkan pidana maksimum, maka 
pidana tertinggi yang dapat dijatuhkan ialah maksimum pidana delik itu 
ditambah dengan sepertiganya. 
Pasal 52 KUHP tidak dapat diberlakukan terhadap delik jabatan 
(ambtsdelicten) yang memasang khusus diatur di dalam Pasal 413 sampai 
dengan 437 KUHP, yang sebagiannya dimasukkan ke dalam Undang-
Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana oleh 
orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantarai oleh putusan 
pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Adanya putusan 




Menurut Zainal Abidin (2007 : 431) syarat-syarat adanya recidive 
adalah sebagai berikut: 
a.Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim 
kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. 
Hal itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari Presiden atau 
dilepaskan dengan syarat, yang berarti hanya menjalani sebagian 
pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Bilamana pidana 
penjara sama sekali atau sebagian belum dijalaninya atau tidak 
ditiadakan (karena grasi atau pelepasan bersyarat, maka masih 
ada alasan untuk menetapkan adanya recidive, jikalau umpamanya 
pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, 
wewenang untuk eksekusi (menjalankan) pidana yang pertama 
dijatuhkan kepadanya belum lampau. 
 
b. Jangka waktu recidive ialah lima tahun. Bilamana pada waktu 
terpidana melakukan delik yang baru telah lampau lima tahun atau 
lebih sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang 
dahulu telah dijatuhkan kepadanya atau telah lampau lima tahun 
atau lebih sejak ditiadakan pidananya, maka tidak lagi terdapat 
dasar untuk menetapkan adanya recidive. 
 
Penambahan pidana dalam hal adanya recidive ialah sepertiga. Pasal 
486 dan 487 KUHP menetapkan bahwa hanya ancaman pidana penjara yang 
dapat dinaikkan sepertiganya, sedangkan Pasal 488 KUHP, merumuskan 
bahwa semua pidana untuk kejahatan-kejahatan yang disebut limitatif, jadi 
kurungan atau denda dapat dinaikkan dengan sepertiga. 
Selain itu, masih terdapat dasar umum penambahan pidana karena 
adanya pelbagai keadaan khusus, misalnya terdapat di dalam Pasal-pasal 
356, 361 dan 412 KUHP dan sebagainya. 
Speciale recidive, pengulangan khusus jumlahnya sangat 
terbatas.Misalnya Pasal 137 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa kalau 
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terpidana melakukan kejahatan penghinaan kepada wakil Presiden yang 
dilakukan dalam jabatannya dan belum lagi berlalu dua tahun setelah pidana 
yang dijatuhkan pertama sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 
residivis itu dapat dipecat dari jabatannya.Pasal 216 ayat (3) KUHP mengatur 
bahwa kejahatan kalau diulang dilakukan dan belum berlalu dua tahun sejak 
putusan pertama sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka pidana 
dapat ditambah dengan sepertiganya. 
Seperti telah, dikemukakan bahwa pada hakikatnya ketentuan tentang 
concursus realis (gabungan atau perbarengan delik-delik) tersebut pada 
Pasal 65, 66 dan 70 KUHP bukan dasar yang menambahkan pidana, 
sekalipun di dalam Pasal 65 ayat (2) dan 66 ayat (1) KUHP ditentukan 
bahwa jumlah pidana ialah pidana yang tertinggi untuk salah satu perbuatan 
itu ditambah dengan sepertiganya. 
Sistem kumulasi murni hanya diatur di dalam Pasal 70 ayat (2) KUHP 
dalam hal terjadi gabungan (concursus) kejahatan dan pelanggaran, yaitu 
semua pidana bagi tiap-tiap pelanggaran dapat dijatuhkan tanpa dikurangi. 
Akan tetapi kalau terjadi gabungan pelanggaran-pelanggaran saja, maka 
jumlah pidana kurungan, untuk pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh lebih 
dari satu tahun empat bulan serta jumlah pidana kurungan pengganti denda 
tidak boleh lebih dari delapan bulan. Maka jelaslah bawa ketentuan pidana 
tentang concursus merupakan dasar pengurangan atau peringanan pidana di 
Indonesia, terlebih-lebih kalau terjadi perbuatan lanjutan (Pasal 64 KUHP) 
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dan concursus idelis (Pasal 63 ayat (1) KUHP), maka hakim hanya dapat 
menjatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat saja (Zainal Abidin, 
2007 : 428-438). 
 
2. Dasar Peringanan Pidana 
Menurut Jonkers (Zainal Abidin, 2007 : 439), bahwa sebagai dasar 
peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum, biasa disebut: 
a. Percobaan untuk melakukan kejahatan (Pasal 53 KUHP); 
b. Pembantuan (Pasal 56 KUHP); dan 
c. Strafrechtlijke minderjarigheid, atau orang yang belum cukup umur 
yang dapat dipidana diatur dalam Pasal 45 KUHP, akan tetapi 
setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
peringanan pidana yang bersifat umum, maka Pasal 45 KUHP tidak 
di berlakukan lagi. Menurut Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang 
No. 3 Tahun 1997 dasar peringanan umum ialah sebab pembuatnya 
anak (disebut anak nakal) yang umurnya telah 8 Tahun tetapi belum 
18 Tahun dan belum pernah kawin, dan anak yang diduga telah 
melakukan tindak pidana dan belum berumur 8 Tahun tidak dapat 
diajukan di pengadilan tetapi dapat di lakukan penyidikan. 
 
Titel ketiga KUHP hanya memuat butir c, karena yang disebut pada 
butir a dan b bukanlah dasar peringanan pidana yang sebenarnya.Selain 
satu-satunya dasar peringanan pidana umum yang terdapat di dalam 
Pasal 45 KUHP, terdapat juga dasar peringanan pidana yang khusus yang 
diatur di dalam Buku dua KUHP, yaitu: 
a. Pasal 308 KUHP, menetapkan bahwa seorang ibu yang menaruh 
anaknya di suatu tempat supaya dipunggut oleh orang lain tidak 
berapa lama setelah anak itu dilahirkan, oleh karena takut akan 
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diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak atau dengan 
maksud akan terbebas dari pemeliharaan anaknya, 
meninggalkannya maka pidana maksimum yang tersebut dalam 
Pasal 305 dan 306 KUHP dikurangi sehingga seperduanya. Pidana 
maksimum tersebut dalam Pasal 305 KUHP ialah lima tahun enam 
bulan penjara. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan oleh 
hakim kalau terdapat unsur delik yang meringankan yang disebut 
dalam Pasal 308 KUHP (misalnya karena takut diketahui orang 
bahwa ia telah melahirkan) ialah dua tahun dan Sembilan bulan. 
Pasal 306 ayat (1) dan Pasal 306 ayat (2) KUHP sesungguhnya 
mengandung dasar pemberatan pidana, yaitu kalau terjadi luka 
berat, maka pidana diperberat menjadi tujuh tahun enam bulan 
serta kalau terjadi kematian orang maka diperberat menjadi 
sembilan tahun. Jadi kalau terdapat unsur “takut diketahui bahwa ia 
telah melahirkan” dapat dibuktikan, maka pidana maksimumnya 
dikurangi dengan seperduanya. 
b. Pasal 341 KUHP mengancam pidana maksimum tujuh tahun penjara 
bagi seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya ketika 
dilahirkan atau tidak lama setelah itu, karena takut ketahuan bahwa 
ia sudah melahirkan. Ketentuan ini sebenarnya memperingan 
pidana seorang pembunuh yaitu 15 tahun penjara menjadi tujuh 
tahun, karena keadaan ibu tersebut. Sebenarnya untuk Indonesia 
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kata “takut” harus diganti dengan perkataan “merasa aib”, karena 
itulah yang terbanyak yang menyebabkan perempuan-perempuan 
membunuh bayinya. Pembunuhan bayi dan pembuangan bayi 
banyak terjadi oleh karena menjamurnya budaya pacaran yang 
meniru-niru kehidupan orang-orang Barat. 
c. Pasal 342 KUHP yang menyangkut pembunuh bayi oleh ibunya yang 
direncanakan lebih dahulu, yang diancam pidana maksimum 
Sembilantahun, sedangkan ancaman pidana maksimum bagi 
pembunuhan yang direncanakan ialah pidana mati, penjara seumur 
hidup atau dua puluh tahun. 
Delik-delik tersebut di atas sering disebut geprivillingieerde delicten 
(delik privilege) atau delik yang diringankan pidananya, dan termasuk 
dasar pengurangan atau peringanan pidana yang subjektif. Lawannya 
disebut delik berkualifikasi, delik yang diperberat pidananya dibandingkan 
dengan bentuk dasar delik itu (Zainal Abidin, 2007 : 439-442). 
E.Bentuk Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan harus didahulukan dengan 
proses pembuktian. 
Pembuktian 
Ada beberapa system pembuktian menurut (Leden Marpaung, 2011 
26) : 
a. Sistem Keyakinan (Conviction Intime) 
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Aliran ini sangat sederhana.Hakim tidak terikat atas alat-alat bukti 
apapun.Putusan di serahkan kepada kebijaksanaan hakim, 
walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi 




b. Sistem Positif (Positief Wettelijk) 
Sistem ini berdasarkan undang-undang mengatur jenis alat-alat 
bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan 
pembuktian. Dengan perkataan lain, jika alat-alat bukti yang 
ditentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut 
ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu” 
sudah terbukti” meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu 
sendiri dan sebaliknya. Kenyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh 
berperan. 
c. Sistem Negatif (Negatief Wettelijk) 
Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti.Alat-alat 
bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak 
diperkenankan mempergunakan alat bukti lain cara 




d. Sistem Pembuktian bebas (Vrijbewijs/Conviction Intime) 
Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat 
bukti.Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan “keyakinan” atas 
dasar alasan-alasan yang logis yang dianut putusan.Jadi keyakinan 
hakim tersebut disertai alasan-alasan yang berdasarkan logika. 
Berdasarkan Pasal 183 KUHAP memakai “sistem negatif”, yakni 
adanya bukti minimal dan adanya kenyakinan hakim. Bukti minimal 
tersebut adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pengertian 
dua alat bukti sah dapat terdiri atas misalnya dua orang saksi atau satu 
orang saksi dan satu surat, atau satu orang saksi dan keterangan ahli dan 
sebagainya. Rumusannya adalah “dua alat bukti” bukan dua jenis alat 
bukti. 
 
 Jenis-jenis Putusan Hakim 
Untuk itu, ada beberapa jenis putusan Final yang dapat dijatuhkan oleh 
pengadilan diantaranya: 
a. Putusan bebas 
Dalam hal ini berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan 
hukum.Berdasarkan Pasal 191 ayat 1 KUHAP putusan bebas terjadi 
bila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang 
pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan 
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena idak terbukti 
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adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 
terdakwa. 
b. Putusan Lepas 
Dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat 2 KUHAP pengadilan 
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa 
terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, 
bukan merupakan suatu tindak pidana. 
c. Putusan Pemidanaan 
Dalam hal ini berarti terdakwa secara sah dan meyakinkan telah 
terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh 
karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan 







Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah 
dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat” (Studi Kasus 
Putusan No.847/Pid.B/2013/PN.Mks)”, maka Penulis memilih lokasi 
penelitian di Makassar, tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar sebagai 
instansi yang telah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak 
pidana pemalsuan surat tersebut, sehingga dapat dipastikan bahwa pada 
instansi tersebut tersedia cukup (data sekunder) untuk dijadikan bahan 
analisis dari karya ilmiah ini.   
 
B. JenisdanSumber Data 
Adapun jenis dan sumber data dibutuhkan dalampenelitian 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau 
yang membuat org taat pada hokum seperti peraturan perundang-
undangandan putusan hakim. Bahan hukum primer yang Penulis 
gunakan di dalam penulisan ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum 
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Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP). 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hokum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak 
mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 
merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli 
yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan 
memberikan petunjuk kemana penelitiakan mengarah. Yang dimaksud 
dengan bahan sekunder di sinioleh Penulis adalah doktrin-doktrin yang 
ada di dalam buku dan jurnal hukum. 
3. BahanHukumTersier 
Bahan hokum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 
hukum primer dan bahan hokum sekunder dengan memberikan 
pemahaman dan pengertian atas bahan hokum lainnya. Bahan hokum 
yang dipergunakan adalah KamusHukum. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka pengumpulan bahan hukum primer, bahan hokum 
sekunder maupun bahan hokum tersier, maka Penulis menggunakan cara-
cara pengumpulan data sebagai berikut. 
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1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari sebagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan 
literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Disamping itu 
juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-
dokumen penting maupun dari peraturan-peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan (field research) 
Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan Penulis 
menggunakan dua cara yaitu: 
a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya-jawab 
yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini 
adalah Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menangani 
kasus tersebut. 
b. Studi dokumentasi yaitu mempelajari bahan-bahan hukum yang 
tersedia sejak dilakukan proses hokum dalam perkara ini yaitu 
mulai dari mempelajari dokumen pada tingkat penyidikan, 




D. TeknikAnalisis Data 
Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik bahan hukum primer, 
bahan hokum sekunder maupun bahan hokum tersier maka data tersebut 
diolah terlebih dahulu, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan 
dengan cara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan 
menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materill  
1. Posisi Kasus 
Terdakwa SALMAH,pada sekitar bulan September atau setidaknya 
pada waktu lain dalam tahun 2012,bertempat dikantor Bank Mandiri 
Makassar Jl.Arief Rate Makassar,atau setidak-tidaknya pada tempat 
lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,telah membuat 
surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu 
hak,perikatan atau pembebasan hutang,atau yang diperuntukkan 
sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau 
menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar 
dan tidak dipalsukan,jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan 
kerugian. 
Terdakwa SALMAH adalah karyawan PT.Suksesindo yang 
dipekerjakanselaku sales kartu kredit pada Bank Mandiri Regional 
Card Center Makassar.Pada bulan desember 2012 pihak Bank Mandiri 
mengetahui perbuatan terdakwa telah memalsukan data-data nasabah 
pada aplikasi permohonan kartu kredit berawal ketika pihak Bank 
Mandiri curiga karena ada nasabah yang mempunyai kartu kredit jenis 
yang sama lebih dari satu,karena setelah dicek pada sistemternyata 
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telah terjadi pemalsuan data-data nasabah pada aplikasi permohonan 
kartu kredit adapun cara terdakwa memalsukan yaitu dengan 
mengubah nomor identitas nasabah atau nomor kartu tanda 
penduduk,tanggal,bulan,serta tahun lahir nasabah,lalu aplikasi 
permohonan kartu kredit yang diajukan terdakwa kepada pihak bank 
Mandiri yang diterima oleh sales kemudian diteruskan ke bagian 
processing,lalu data-data yang disetujui dikirim ke Bank Mandiri pusat 
di Jakarta untuk dicetak dan dikirim kartunya ke masing-masing 
nasabah. Adapun semua aplikasi permohonan kartu kredit yang data-
data nasabahnya telah dipalsukan oleh terdakwa sudah diterbitkan 
kartunya dan telah diterima masing-masing nasabah,dimana nasabah-
nasabah tersebut dan terdakwa sendiri telah menggunakan kartu 
kredit yang diberikan oleh pihak Bank Mandiri dan pembayarannya 
ada yang lancar dan ada yang menunggak. Akibat perbuatan terdakwa 
Pihak bank Mandiri dapat mengalami kerugian atau karena perbuatan 
terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak Bank 
Mandiri. 
 







NO. REG. PERK.: PDM-369.Mks/Ep/05/2013 
 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dengan 
memperhatikan hasil pemeriksaan siding dalam perkara atas nama 
terdakwa : 
 Nama lengkap  : SALMAH 
 Tempat Lahir   : Makassar 
 Umur/tanggal lahir  : 35 tahun/14 April 1978 
 Jenis kelamin  : Perempuan 
 Kebangsaan   : Indonesia 
 Tempat tinggal  : Jl. Flamboyan Barat No. 09 Makassar 
 Agama    : Islam 
 Pekerjaan   : - 
 Pendidikan    : SMA 
Berdasarkan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa 
tanggal 31 Mei 2013 Nomor : B-732/R.4.10/Epp/05/2013, terdakwa 
dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : 
Kesatu : 
Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana. 
--------------------------- atau ------------------------ 
Kedua: 
Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana 
 Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut 
berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan 
terdakwa sebagai berikut: 
1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI. 
 
1.1. Saksi MAGA SAMBUAGA, dibawah sumpah didepan 
persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
1. Bahwa benar saksi mengerti sehingga dimintai keterangan 
selaku saksi sekarang ini yaitu sehubungan adanya 
pemalsuan data-data nasabah pada aplikasi permohonan 
kartu kredit Bank Mandiri yang dilakukan oleh HASNIAH dan 
SALMAH. 
2. Bahwa benar saksi bekerja pada Bank Mandiri Regional Card 
Centre Makassar sejak bulan September 2009, jabatan saksi 
saat ini selaku marketing officer yang mempunyai tugas dan 
tanggung jawab sehari-hari memasarkan prodak cicilan dan 
promo discount dan saksi juga mempunyai kewenangan 
untuk menganalisa aplikasi permohonan kartu kredit yang 
diajukan sales. 
3. Bahwa benar saksi kenal dengan HASNIAH dan SALMAH 
dan saksi mengenal sejak tahun 2012 dan ke dua orang 
tersebut adalah karyawan PT. Susksesindo yang 
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dipekerjakan selaku sales kartu kredit pada Bank Mandiri 
Regional Card Centre Makassar, antara saksi dengan 
HASNIAH dan SALMAH  tidak ada hubungan keluarga dan 
juga tidak ada hubungan lainnya. 
4. Bahwa benar adapun sehingga saksi mengetahui kalau 
HASNIAH dan SALMAH telah memalsukan data-data 
nasabah pada aplikasi permohonan kartu kredit awalnya 
saksi curiga karena ada nasabah yang mempunyai kartu 
kredit jenis yang sama lebih dari satu, kemudian setelah di 
cek pada sistem ternyata telah terjadi pemalsuan data-data 
nasabah pada aplikasi permohonan kartu kredit dan yang 
dipalsukan rata-rata nomor identitas nasabah atau No. Kartu 
Tanda Penduduk nasabah dan tanggal, bulan, serta tahun 
lahir nasabah. 
5. Bahwa benar yang dipalsukan oleh HASNIAH adalah : 
 Data-data nasabah pada aplikasi permohonan kartu 
kredit atas nama IDHAM, SH. 
 Data-data nasabah pada aplikasi permohonan kartu 
kredit atas nama MUH. AGUS, SE. 
 Data-data nasabah pada aplikasi permohonan kartu 
kredit atas nama M. TAUFIQ S. 
 Data-data nasabah pada aplikasi permohonan kartu 
kredit atas nama HASNIAH. 
 Yang dipalsukan oleh SALMAH adalah : 
 Data-data nasabah pada aplikasi permohonan kartu 
kredit atas nama NORMA. 
 Data-data nasabah pada aplikasi permohonan kartu 
kredit atas nama PARYADI. 
 Data-data nasabah pada aplikasi permohonan kartu 
kredit atas nama ADY WIRAWAN S. 
6. Bahwa benar saksi mengetahui kalau data-data pada aplikasi 
permohonan kartu kredit tersebut sebagaimana yang telah 
saksi jelaskan pada point 6 (enam) dipalsukan oleh 
HASNIAH dan SALMAH yang pertama dari pengakuan 
HASNIAH dan SALMAH sendiri kepada pihak Bank Mandiri, 
kemudian yang kedua setiap aplikasi permohonan kartu 
kredit terdapat code marketing atau Marketing source code, 
yang mana untuk HASNIAH Marketing source codenya : 
99261, sedangkan SALMAH Marketing source codenya : 
99274. 
7. Bahwa benar aplikasi permohonan kartu kredit yang nama-
namanya telah saksi jelaskan tersebut di atas sudah diajukan 
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oleh HASNIAH dan SALMAH kepada pihak Bank Mandiri 
Regional Card Centre Makassar di jalan Arif Rate No. 08 
Makassar dan diterima oleh sales, kemudian diteruskan ke 
bagian processing dan kemudian data-data yang disetujui di 
kirim ke Bank Mandiri Pusat di Jakarta untuk dicetak dan 
dikirim kartunya ke masing-masing nasabah dan semua 
aplikasi permohonan kartu kredit yang data-data nasabahnya 
dipalsukan yang telah saksi jelaskan ersebut diatas sudah 
diterbitkan kartunya dan sudah diberikan kepada masing-
masing nasabah. 
8. Bahwa benar setiap aplikasi permohonan kartu kredit 
tersebut harus dilampirkan foto copy kartu tanda penduduk 
masing-masing pemohon dan semua aplikasi yang diajukan 
oleh HASNIAH dan SALMAH tersebut dilampirkan foto Kartu 
Tanda Penduduk dan sebelum disetujui pihak Bank Mandiri 
melakukan pengecekan/verifikasi kembali kepada masing-
masing pemohon kartu kredit tentang kebenaran data-data 
pemohon pada aplikasi permohonan kartu kredit. 
9. Bahwa benar data-data nasabah pada aplikasi permohonan 
kartu kredit sesuai denga foto copy kartu tanda penduduk 
yang dilampirkan, namun pada saat dilakukan investigasi 
oleh tim dari Bank Mandiri terhadap HASNIAH dan SALMAH 
diperoleh pengakuan dari keduanya ternyata foto copy KTP 
yang dilampirkan sudah diedit atau dirubah data-datanya,  
sehingga pada saat di verifikasi tidak ditemukan kesalahan 
oleh pihak Bank Mandiri. 
10. Nomor kartu kredit yang diberikan oleh pihak Bank Mandiri 
kepada masing-masing nasabah yang data-data aplikasi 
pemohonnya telah dipalsukan oleh HASNIAH adalah : 
a. Nasabah atas nama IDHAM SH, No. Kartu kreditnya 
adalah 4902 8303 0203 5895 dan No. 4137 1803 1021 
0222. 
b. Nasaha atas nama MUH. AGUS, SE, No. Kartu Kreditnya 
adalah 4902 8303 0204 7858 dan No. 5126 7603 0219 
8954. 
c. Nasabah atas nama M. TAUFIQ S, No. Kartu Kreditnya 
adalah 4902 8303 0205 5554 dan No. 5126 7603 0220 
3960. 
d. Nasabah atas nama HASNIAH No. Kartu Kreditnya 




11. Nomor kartu kredit yang diberikan oleh pihak Bank Mandiri 
kepada masing-masing nasabah yang data-data aplikasi 
permohonannya telah dipalsukan oleh SALMAH adalah : 
a. Nasabah atas nama NORMA, No. kartu kreditnya adalah 
: 4902 8303 0199 8663 dan No. 4902 8303 0199 8663. 
b. Nasabah atas nama PARYADI No. kartu kreditnya adalah 
: 4137 1803 1041 3487 dan No. 4902 8303 0212 1034. 
c. Nasabah atas nama ADY WIRAWAN S, No. kartu 
kreditnya adalah : 4137 1903 0359 3666. 
12. Bahwa benar setahu saksi nasabah-nasabah tersebut sudah 
menggunakan kartu kredit yang diberikan oleh pihak Bank 
Mandiri dan pembayarannya ada yang lancar dan ada yang 
menunggak. 
13. Bahwa benar perbuatan HASNIAH dan SALMAH yang telah 
memalsukan data-data nasabah pada aplikasi permohonan 
kartu kredit, pihak Bank Mandiri sangat berpotensi 
menimbulkan kerugian karena apabila nasabah pemegang 
kartu kredit kemudian tidak membayar kepada pihak Bank 
Mandiri, kami dari pihak Bank Mandiri tidak bisa mnemproses 
nasabah tersebut secara pidana ataupun secara perdata 
karena data-data nasabah pada aplikasi permohonan 
tersebut palsu atau berbeda dengan data-data pemegang 
kartu kredit tersebut.  
14. Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan 
persidangan; 
15. Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.  
1.2. Saksi HELMI SHALEH, dibawah sumpah didepan persidangqan 
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 
1. Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan adanya 
pemalsuan data-data pemohon kartu kredit pada Bank Mandiri. 
2. Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa HASNIAH dan 
SALMAH, tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada 
hubungan lainnya.  
3. Bahwa benar jabatan saksi pada Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar adalah selaku administrator Data 
Base Kependudukan. 
4. Bahwa benar seorang warga Negara Republik Indonesia wajib 
memiliki Kartu Tanda Penduduk sejak umur 17 tahun keatas, 
kecuali warga Negara yang telah berstatus menikah maka yang 
bersangkutan wajib memiliki kartu tanda penduduk. 
5. Bahwa benar seorang warga Negara tidak dapat mempunyai lebih 
dari satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). 
48 
 
6. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Makassar tercatat dan 
ada data-datanya. 
7. Bahwa benar saksi jelaskan bahwa berdasarkan data-data yang 
ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah 
Kota Makassar yaitu :   
a. NIK : 7371014404740002 terdaftar atas nama HJ SURIYANTI, 
Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 04 April 1974 dan 
bukan terdaftar atas nama HASNIAH, tempat tanggal lahir : 
Makassar 04 April 1974. 
b. NIK : 7371010303730002, terdaftar atas nama GUASMAN 
TATAWU, Tempat Tanggal Lahir Kendari 03 Maret 1973 dan 
bukan terdaftar atas nama HASNIAH, Tempat tanggal lahir 03 
Maret 1973. 
c. NIK: 7371011804770004, Terdaftar atas nama RUSMAN DJ, 
Tempat tanggal lahir Kotu, 18 April 1977 dan bukan terdaftar 
atas nama IDHAM SH, Tempat tanggal lahir : Ujung pandang 
18 April 1977. 
d. NIK: 7371131503670017,Terdaftar atas nama MUH. 
AGUS,Tempat tanggal lahir Makassar 15 Maret 1967 dan 
bukan terdaftar atas nama MUH. AGUS ,SETempat tanggal 
lahir : Makassar 05 Mei 1965 
e. NIK: 731110808800008, Tidak terdafatar dan juga tidak 
terdaftar atas nama : M.TAUFIK S, Tempat tanggal lahir : 
barru 08 Agustus 1980. 
8. Bahwa benar berdasarkan data-data yang ada dikantor dinas 
kependudukan dan catatan sipil pemerintah kota Makassar yaitu: 
a. NIK: 73710114707710002,Terdaftar atas nama ERNA,Tempat 
tanggal lahir Ujung Pandang 07 Juli 1971 dan  bukan terdaftar 
atas nama NORMA, tempat tanggal lahir : Ujung Pandang 07 
Juli 1971. 
b. NIK: 7371131606760001, Terdaftar atas nama MUHAMMAD 
NATSIR HARIS Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 16 Juni 
1976 dan  bukan terdaftar atas nama PARYADI , Tempat 
tanggal lahir : Gunung Kidul 16 Juni 1976. 
c. NIK: 7371130505830020, terdaftar atas nama ANSELMUS 
WATRATAN Tempat tanggal lahir: Ujung Pandang 05 MEI 
1983 dan  bukan terdaftar atas nama : ADY WIRAWAN 
S,Tempat tanggal lahir: Larompong 05 Mei 1983. 
 
9. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk masing-masing :  
a. NIK : 73711014403780002, Nama : HASNIAH, Tempat tanggal 
lahir : Ujung Pandang 04 Maret 1978. 
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b. NIK : 7371011104780004, Nama : IDHAM ST, Tempat tanggal 
lahir : Ujung Pandang 11 April 1978. 
c. NIK : 7371131503670017, Nama :MUH AGUS SE, Tempat 
tanggal lahir : Makassar 15 Maret 1967. 
d. NIK : 7371014307710002, Nama : NORMA, Tempat tanggal 
lahir Ujung Pandang 03 Juli 1971. 
e. NIK : 7371131305760001, Nama : PARYADI, Tempat tanggal 
lahir : Gunung Kidul 13 Mei 1976. 
f. NIKI : 7371132505830002, Nama : AADY WIRAWAN S, 
Tempat tanggal lahir : Larompong, 25 Mei 1983. 
Semuanya terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Pemerintah Kota Makassar. 
10. Bahwa benar saksi jelaskan NIK : 7171110808830008, Nama : M. 
TAUFIQ S, Tempat tanggal lahir : Barru 08 Agustus 1983, 
terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Pemerintah Kota Makassar. 
11. Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan; 
12. Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP. 
1.3. Saksi PARYADIM S,Sos,yang keterangannya dibacakan didepan 
persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
1. Bahwa benar saksi mengerti sehingga saya dimintai keterangan 
dengan laporan tentang pemalsuan. 
2. Bahwa benar saksi dengan terdakwa SALMAH kenal dia saat 
pengurusan kartu kredit Bank Mandiri dan tidak ada hubungan 
keluarga dengannya. 
3. Bahwa saksi membenarkan kartu kredit Mandiri yang dimiliki itu 
dibuat melaui terdakwa SALMAH.  
4. Bahwa saksi mengajukan pembuatan kartu kredit kepada 
SALMAH pada bulan September 2012. 
5. Bahwa pembuatan kartu kredit itu saya ditawari oleh saudari 
SALMAH di kantor saya kantor Bappeda Prov Sulsel. 
6. Bahwa saksi membenarkan kartu kreditnya itu telah terbit dan 
saya telah meminta pihak Bank Mandiri untuk menutup dua kartu 
kreditnya pada Bank Mandiri masing-masing Mandiri Visa 
Hypermart dengan nomor kartu : 4902 8303 0212 034, dan kartu 
Mandiri Visa dengan nomor : 4137 1803 1041 3487. 
7. Bahwa saksi gunakan untuk mengajukan permohonan pembuatan 
kartu kredit Bank Mandiri saksi berikan foto copy KTP dan surat 
keterangan penghasilannya kepada SALMAH. 
8. Bahwa saksi dapat perlihatkan KTPnya itu dengan nomor Nik, 




9. Bahwa benar saksi tidak tahu kalau tanggal kelahirannya telah 
dirubah untuk penerbitan kartu kredit bank mandirinya itu. 
10. Bahwa saksi tahu kalau tanggal kelahiran saudara telah diubah 
untuk mendapatkan kartu kredit Mandiri setelah adanya panggilan 
dari Pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. 
11. Bahwa yang merubah tanggal kelahiran saksi itu adalah saudari 
SALMAH. 
12. Bahwa SALMAH mengatakan nanti dia uruskan kartu kredit saya 
itu karena sebelumnya saya sudah punya kartu kredit Mandiri. 
13. Bahwa tidak tahu bagaimana cara dari SALMAH merubah tanggal 
lahir saya itu merubah tanggal lahir saya. 
14. Bahwa kartu kredit itu telah saksi gunakan dananya semua atau 
telah habis dananya dan telah saya tutup kartu kredit Mandiri saya 
itu. 
15. Bahwa Nilai limit kartu kredit saya itu masing-masing sebesar Rp 
5.000.000,- (lima juta rupiah) ; 
16. Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan; 
17. Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP. 
 
2. KETERANGAN TERDAKWA 
Terdakwa SALMAH, didepan persidangan yang pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut : 
1) Bahwa terdakwa membenarkan telah memalsukan KTP kemudian 
KTP itu dipakai untuk aplikasi permohonan kartu kredit Bank Mandiri. 
2) Bahwa benar adapun cara terdaakwa memalsukan identitas berupa 
KTP saya dan orang yang akan mengajukan aplikasi permohonan 
kartu kredit Bank Mandiri adalah dengan pengganti tanggal lahir dan 
tahun kelahiran orang itu dengan cara menscan pada laptop milik 
saudari HASNIAH dirumah saudari HASNIAH di JL Dahliah Lr 310 No 
12 Makassar kemudian KTP yang telah tersangka rubah tanggal dan 
tahun kelahirannya tersangka pakai untuk mengisi aplikasi 
permohonan kartu kredit Bank Mandiri 
3) Bahwa benar terdakwa merubah tanggal kelahirannya sebanyak 4 
(empat) lembar, dan untuk yang tersangka palsukan tanggal dan tahun 
kelahirannya sebanyak satu lembar yang atas namanya. 
4) Bahwa benar adapun orang yang telah saya palsukan tanggal 
kelahirannya adalah, ADI, PARIADI, WAHYUNI, dan NORMA. 
5) Bahwa benar yang mengetahui adalah ADI dan saudara PARIADI 
sedang saudari WAHYUNI dan saudari NORMA tidak tahu. 
6) Bahwa benar aplikasi permohonan kartu kredit Bank Mandiri tersebut 
telah disetujui oleh pihak Bank Mandiri yang telah disetujui adalah 
yang atas nama NORMA, ADI, dan PARIADI. 
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7) Bahwa benar terdakwa yang pakai adalah untuk ADI dan PARIADI 
untuk dia sendiri sedang untuk atas nama NORMA terdakwa yang 
pakai. 
8) Bahwa pembayaran uang angsuran kartu kredit itu sampai saat ini 
lancar. 
9) Bahwa benar terdakwa lakukan pemalsuan identitas pada KTP orang 
itu untuk mendapatkan kartu yang disetujui dimana apabila ada kartu 
kredit yang disetujui oleh pihak Bank maka saya mendapatkan bonus 
dari pihak Bank Mandiri. 
10) Bahwa benar tanda tangan pada aplikasi itu adalah terdakwa yang 
tanda tangani namun atas nama NORMA. 
11) Bahwa benar terdakwa tanda tangani aplikasi atas nama NORMA 
tanpa sepengetahuan saudari NORMA yang merupakan kakak 
kandungnya. 
12) Bahwa terdakwa membenarkan laptop milik HANSIAH yang telah 
tersangka pakai untuk menscan KTP yang tersangka palsukan tanggal 
dan tahun kelahirannya. 
13) Bahwa untuk aplikasi ADI dia sendiri yang tanda tangani sedang 
aplikasi saudara PARIADI terdakwa yang tanda tangani.  
14) Bahwa benar untuk tanggal kelahiran saudari NORMA yang 
sebenarnya adalah tanggal 03 Juli 1971, kemudian terdakwa ubah 
menjadi tanggal 07 Juli tahun 1971 dan untuk ADI dan PARIADI saya 
tidak ingat lagi. 
15) Bahwa HASNIAH mengetahui hal itu dan HASNIAH juga 
menggunakan laptop itu untuk memalsukan identitas orang yang 
mengajukan permohonan karu kredit bank Mandiri. 
16) Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan; 
17) Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada dalam BAP. 
 
3. BARANG BUKTI  
Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Norma; 
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Hypermart an. Norma; 
- 1 (satu) buah KTP an. Paryadi S.Sos; 
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Hypermart an. Paryadi S.Sos; 
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Visa an. Paryadi S.Sos; 
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an,. Adi Wirawan S; 
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Visa an. Adi Wirawan S; 
- 1 (satu) rangkap Aplikasi Permohonan Kartu Kredit Bank Mandiri an. 
Norma; 




- 2 (dua) rangkap Aplikasi Permohonan Kartu Kredit Bank Mandiri an. 
Paryadi. 
Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena 
dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. 
Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut 
kepada terdakwa dan atau saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah 
membenarkannya. 
  
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka 
sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana 
yang didakwakan kepada terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa terdakwa 
diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikutn: 
Kesatu : 
Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana. 
---------------------------atau------------------------- 
Kedua : 
Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana. 
 Bahwa oleh karena dakwaan kami disusun dalam bentuk kumulatif, 
maka terlebih dahulu akan kami buktikan dakwaan Kesatu Primair Pasal 263 
ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 
1. Barang siapa 
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat; 
3. Yang dapat menerbitkan sesuatu hak atau yang dapat diperuntukan 
menjadi bukti tentang sesuatu hal. 
4. Jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. 
Ad.1. Unsur barang siapa  
Yang dimaksud barang siapa disini adalah subyek hukum 
pendukung hak dan kewajiban, baik orang perorangan yang cakap 
melaksanakan perbuatan hukum maupun badan hukum.Dengan 
berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berupa 
keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah 
sumpah didepan persidangan dan keterangan terdakwa sendiri, 
maka terdakwa dalam perkara ini adalah SALMAH sebagai pelaku 
tindak pidana yang didakwakan dan terdakwa adalah sebagai 
manusia yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. 
Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat. 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari 
keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula oleh 
keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa 
SALMAH mengisi aplikasi permohonan kartu kredit bank mandiri 
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dengan data-data nasabah yang sudah dipalsukan dengan cara 
menscan dengan laptop dengan mengubah identitas nasabah 
tanggal, bulan dan tahun kelahirannya kemudian diajukan kepada 
pihak Bank Mandiri dan fotokopi KTP yang sudah dipalsukan 
tersebut, sehingga kemudian pihak Bank Mandiri menyetujui 
Aplikasi nasabah karena dalam data pada Bank Mandiri tidak ada 
yang sama dengan identitas yang dimasukkan lagi. Unsur ini telah 
terbukti sah menurut hukum. 
Ad.3. Unsur yang dapat menerbitkan sesuatu hak atau yang dapat 
diperuntukkan menjadi bukti tentang suatu hal. 
bahwa berdasarkan fakta-yang terungkap didepan persidangan 
maka diperoleh fakta bahwa benar dengan adanya terdakwa 
membuat Kartu Tanda Penduduk dengan cara discan di laptop 
dengan mengubbah tanggal, bulan atau tahun lahir nasabah yang 
ingin dibuatkan kartu kredit lebih dari 1 (satu) sehingga dapat 
diproses lagi dan setelah itu terbitlah Kartu Kredit yang diinginkan 
oleh nasabah dan terdaakwa sehingga dapat mereka gunakan 
untuk transaksi-transaksi yang dapat dipergunakan oleh kartu kredit 
tersebut. 
Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini pun 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
Ad.4. Unsur jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan 
kerugian 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
bahwa setiap 1 (satu) lembar kartu kredit yang disetujui oleh pihak 
bank mandiri, terdakwa HASNIAH memperoleh fee dari pihak bank 
mandiri mulai dari sebesar Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) 
sampai sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tergantung 
jenis kartunya dan dengan adanya perbuatan terdakwa SALMAH 
yang telah memalsukan data-data nasabah pada aplikasi 
permohonan kartu kredit sangat berpotensi menimbulkan kerugian 
bagi Bank Mandiri karena apabila nasabah pemegang kartu kredit 
kemudian tidak membayar kepada pihak Bank mandiri, pihak bank 
mandiri tidak bias memproses nasabah pada aplikasi permohonan 
tersebut, sehingga dengan adanya perbuatan SALMAH tersebut 
pihak bank mandiri merasa dirugikan. 
Bahwa berdasarkan fakta terebut diatas, maka unsur ini pun 
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 
 Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari 
Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka kepada terdaakwa SALMA terbukti 
secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 263 
ayat (1) KUHP. 
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 Bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti, maka 
kami tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Kedua. 
 Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat 
dipersalahkan dan jatuhi  pidana atas perbuatannya tersebut perlu 
ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada 
alasan-alasan menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana. 
 Bahwa sepanjang pemeriksaan terdakwa dimuka 
persidangan ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar, alasan 
pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga 
perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan 
kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan 
melanggar Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana. 
 Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri 
terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami 
jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana yakni : 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang 
lain. 
Hal-hal yang meringankan : 
- terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak 
akan mengulanginya lagi; 
- Terdakwa belum pernah dihukum; 
- Terdakwa mempunyai tanggungan kel. 3 (tiga) orang anak. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
MENUNTUT : 
 Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 
1. Menyatakan terdakwa SALMAH terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana “membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang 
dapat menerbitkan sesuatu hak atau yang dapat diperuntukkan 
menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai 
atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu 
asli dan tidak dipalsukan, jika kalau pemakaian surat itu dapat 
mendatangkan kerugian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 
ayat (1) KUH Pidana dalam surat dakwaan Kesatu. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap SALMAH, oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada 
dalam tahanan sementara. 
3. Menyatakan barang bukti berupa : 
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- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an. Norma; 
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Hypermart an. Norma; 
- 1 (satu) buah KTP an. Paryadi S.Sos; 
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Hypermart an. Paryadi 
S.Sos; 
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Visa an. Paryadi 
S.Sos; 
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an,. Adi Wirawan S; 
- 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Visa an. Adi Wirawan 
S; 
- 1 (satu) rangkap Aplikasi Permohonan Kartu Kredit Bank 
Mandiri an. Norma; 
- 1 (satu) rangkap Aplikasi Permohonan Kartu Kredit Bank 
Mandiri an. Adi Wirawan. 
- 2 (dua) rangkap Aplikasi Permohonan Kartu Kredit Bank 
Mandiri an. Paryadi. 
- Dirampas untuk dimusnahkan. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). 
 
Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam 
siding hari ini Kamis tanggal 21 November 2013.   
     JAKSA PENUNTUT UMUM 
     Dra. ANDI HAERANI ADAM, SH 
    JAKSA MUDA NIP 196603281988032001 
 
4. Amar Putusan 
MENGADILI  
 Menyatakan terdakwa SALMAH terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMALSUAN 
SURAT”  
 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SALMAH oleh karena itu 
dengan Pidana Penjara selama, 6 (enam) bulan. 
 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali 
apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim 
karena terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum 
sebelum berakhir masa percobaan selam 10 (sepuluh) BUlan; 
Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu kredit Bank 
Mandiri Hypermart an. Norma, 1 (satu) buah KTP an. Paryadi 
S.Sos.  1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Hypermart an. 
Paryadi S.Sos, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Visa an. 
Paryadi S.Sos, 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk an,. Adi 
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Wirawan S, 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mandiri Visa an. Adi 
Wirawan S, 1 (satu) rangkap Aplikasi Permohonan Kartu Kredit 
Bank Mandiri an. Norma, 1 (satu) rangkap Aplikasi Permohonan 
Kartu Kredit Bank Mandiri an. Adi Wirawan,2 (dua) rangkap 
Aplikasi Permohonan Kartu Kredit Bank Mandiri an. Paryadi, 
dirampas untuk dimusnahkan; 
 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 
5.000,- (lima ribu rupiah); 
Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari RABU Tanggal  21 
November 2013 oleh kami, SAPRUDDIN, SH sebagai Hakim Ketua, 
MUHAMMAD DAMIS, SH.MH dan H. MAKMUR, SH.MH masing-
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam 
siding yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim 
tersebut dengan dibantu oleh HASJAYA, SH sebagai Panitera 
Pengganti dan dihadiri, Dra. ANDI HAERANI ADAM, SH. Jaksa 
Penuntut Umum dan Terdakwa; 
 
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman 
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang 
pada pokoknya mohon agar hukumannya diringankan dengan alasan 
punya tanggungan keluarga,dan menyesali perbuatannya,serta 
berjanji tidak akan mengulangi lagi; 
Menimbang,bahwa ia terdakwa Salmah telah dihadapkan 
kepersidangan dengan dakwaan: pertama pasal 263 ayat (1) 
KUHPidana,kedua pasal 263 ayat (2) KUHPidana; 
Menimbang,bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah 
menghadapkan3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya 
di bawah sumpah yakni,1. Maga Sambuaga ,2.HelmiSaleh,dan 
3.Paryadi,S.Sos.,selain itu terdakwa tidak mengajukan saksi Ade 
Charge; 
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 
terdakwa yang selengkapnya termuat didalam berita acara; 
Menimbang,bahwa jaksa penuntut umum mengajukan barang 
bukti seperti yang tersebut diatas; 
Menimbang,bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa 
saling menunjukkan kesesuaian yang didukung pula dengan bukti 
yang ada,sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
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pidana,”PEMALSUAN SURAT” sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana ; 
Menimbang,bahwa pidana sebagaimana terurai dalam amar 
putusan,dinilai majelis hakim  sudah memenuhi rasa kepatutan,dan 
keadilan ; 
Menimbang,bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa 
akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta 
memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan 
sebagai berikut: 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; 
 Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi orang lain ; 
Hal-hal yang meringankan: 
 Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ; 
 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; 
 Terdakwa belum pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini dinyatakan 
dirampas untuk dimusnahkan ; 
Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa------------------------- 
Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti 
bersalah dan dipidana, maka ia harus membayar biaya perkara; 
Memperhatikan pasal 263 ayat (1) KUHPidana dan perundang-
undangan serta peraturan lain yang bersangkutan. 
 
 
2. Analisis Penulis 
Setelah penulis mengacu pada metode penelitian yang penulis 
gunakan kemudian melakukan penelitian,dan menganalisis fakta-fakta 
persidangan yang ada,penulis menemukan fakta-fakta yang menjadi 
dasar pendukung hakim dalam mengambil keputusan tersebut. Fakta-
fakta yang menurut penulis menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 
mengambil keputusan diantaranya : 




Bahwa benar perbuatan HASNIAH dan SALMAH yang telah 
memalsukan data-data nasabah pada aplikasi permohonan 
kartu kredit, pihak Bank Mandiri sangat berpotensi 
menimbulkan kerugian karena apabila nasabah pemegang 
kartu kredit kemudian tidak membayar kepada pihak Bank 
Mandiri, kami dari pihak Bank Mandiri tidak bisa mnemproses 
nasabah tersebut secara pidana ataupun secara perdata 
karena data-data nasabah pada aplikasi permohonan tersebut 
palsu atau berbeda dengan data-data pemegang kartu kredit 
tersebut. 
2. Kesaksian HELMI SHALEHdipersidangan yang menyatakan 
bahwa : 
1. Bahwa benar saksi jelaskan bahwa berdasarkan data-data 
yang ada di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Pemerintah Kota Makassar yaitu :   
NIK : 7371014404740002 terdaftar atas nama HJ SURIYANTI, 
Tempat Tanggal Lahir Ujung Pandang 04 April 1974 dan 
bukan terdaftar atas nama HASNIAH, tempat tanggal lahir : 
Makassar 04 April 1974. 
NIK : 7371010303730002, terdaftar atas nama GUASMAN 
TATAWU, Tempat Tanggal Lahir Kendari 03 Maret 1973 dan 
bukan terdaftar atas nama HASNIAH , Tempat tanggal lahir 
03 Maret 1973. 
NIK: 7371011804770004, Terdaftar atas nama RUSMAN DJ, 
Tempat tanggal lahir Kotu, 18 April 1977 dan bukan terdaftar 
atas nama IDHAM SH, Tempat tanggal lahir : Ujung pandang 
18 April 1977. 
NIK: 7371131503670017,Terdaftar atas nama MUH. 
AGUS,Tempat tanggal lahir Makassar 15 Maret 1967 dan 
bukan terdaftar atas nama MUH. AGUS ,SE. Tempat tanggal 
lahir : Makassar 05 Mei 1965 
NIK: 731110808800008, Tidak terdafatar dan juga tidak 
terdaftar atas nama : M.TAUFIK S, Tempat tanggal lahir : 
barru 08 Agustus 1980. 
Bahwa benar berdasarkan data-data yang ada dikantor dinas 
kependudukan dan catatan sipil pemerintah kota Makassar 
yaitu: 
NIK: 73710114707710002,Terdaftar atas nama ERNA,Tempat 
tanggal lahir Ujung Pandang 07 Juli 1971 dan  bukan terdaftar 




NIK: 7371131606760001, Terdaftar atas nama MUHAMMAD 
NATSIR HARIS Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 16 Juni 
1976 dan  bukan terdaftar atas nama PARYADI , Tempat 
tanggal lahir : Gunung Kidul 16 Juni 1976. 
NIK: 7371130505830020, terdaftar atas nama ANSELMUS 
WATRATAN Tempat tanggal lahir: Ujung Pandang 05 MEI 
1983 dan  bukan terdaftar atas nama : ADY WIRAWAN 
S,Tempat tanggal lahir: Larompong 05 Mei 1983. 
2. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk masing-masing :  
NIK : 73711014403780002, Nama : HASNIAH, Tempat tanggal 
lahir : Ujung Pandang 04 Maret 1978. 
NIK : 7371011104780004, Nama : IDHAM ST, Tempat tanggal 
lahir : Ujung Pandang 11 April 1978. 
NIK : 7371131503670017, Nama :MUH AGUS SE, Tempat 
tanggal lahir : Makassar 15 Maret 1967. 
NIK : 7371014307710002, Nama : NORMA, Tempat tanggal 
lahir Ujung Pandang 03 Juli 1971. 
NIK : 7371131305760001, Nama : PARYADI, Tempat tanggal 
lahir : Gunung Kidul 13 Mei 1976. 
NIKI : 7371132505830002, Nama : AADY WIRAWAN S, 
Tempat tanggal lahir : Larompong, 25 Mei 1983. 
Semuanya terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Makassar. 
3. kesaksianPARYADIM,S.SoS.  yang dipersidangan menyatakan 
bahwa: 
1. Bahwa benar saksi mengerti sehingga saya dimintai keterangan 
dengan laporan tentang pemalsuan. 
2. Bahwa benar saksi dengan terdakwa SALMAH kenal dia saat 
pengurusan kartu kredit Bank Mandiri dan tidak ada hubungan 
keluarga dengannya. 
3. Bahwa saksi membenarkan kartu kredit Mandiri yang dimiliki itu 
dibuat melaui terdakwa SALMAH.  
4. Bahwa saksi mengajukan pembuatan kartu kredit kepada 
SALMAH pada bulan September 2012. 
5. Bahwa pembuatan kartu kredit itu saya ditawari oleh saudari 
SALMAH di kantor saya kantor Bappeda Prov Sulsel. 
6. Bahwa saksi membenarkan kartu kreditnya itu telah terbit dan 
saya telah meminta pihak Bank Mandiri untuk menutup dua 
kartu kreditnya pada Bank Mandiri masing-masing Mandiri Visa 
Hypermart dengan nomor kartu : 4902 8303 0212 034, dan 
kartu Mandiri Visa dengan nomor : 4137 1803 1041 3487. 
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7. Bahwa saksi gunakan untuk mengajukan permohonan 
pembuatan kartu kredit Bank Mandiri saksi berikan foto copy 
KTP dan surat keterangan penghasilannya kepada SALMAH. 
8. Bahwa saksi dapat perlihatkan KTPnya itu dengan nomor Nik, 
7371131305760001, tempat lahir di Gunung Kidul, tanggal 13 
Mei 1976. 
9. Bahwa benar saksi tidak tahu kalau tanggal kelahirannya telah 
dirubah untuk penerbitan kartu kredit bank mandirinya itu. 
10. Bahwa saksi tahu kalau tanggal kelahiran saudara telah diubah 
untuk mendapatkan kartu kredit Mandiri setelah adanya 
panggilan dari Pihak kepolisian untuk dimintai keterangan. 
11. Bahwa yang merubah tanggal kelahiran saksi itu adalah 
saudari SALMAH. 
12. Bahwa SALMAH mengatakan nanti dia uruskan kartu kredit 
saya itu karena sebelumnya saya sudah punya kartu kredit 
Mandiri. 
13. Bahwa tidak tahu bagaimana cara dari SALMAH merubah 
tanggal lahir saya itu merubah tanggal lahir saya. 
14. Bahwa kartu kredit itu telah saksi gunakan dananya semua 
atau telah habis dananya dan telah saya tutup kartu kredit 
Mandiri saya itu. 
15. Bahwa Nilai limit kartu kredit saya itu masing-masing sebesar 
Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; 
16. Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan; 
17. Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP. 
4. Keterangan terdakwa SALMAH yang di persidangan menyatakan 
bahwa: 
1) Bahwa terdakwa membenarkan telah memalsukan KTP 
kemudian KTP itu dipakai untuk aplikasi permohonan kartu 
kredit Bank Mandiri. 
2) Bahwa benar adapun cara terdaakwa memalsukan identitas 
berupa KTP saya dan orang yang akan mengajukan aplikasi 
permohonan kartu kredit Bank Mandiri adalah dengan 
pengganti tanggal lahir dan tahun kelahiran orang itu dengan 
cara menscan pada laptop milik saudari HASNIAH dirumah 
saudari HASNIAH di JL Dahliah Lr 310 No 12 Makassar 
kemudian KTP yang telah tersangka rubah tanggal dan tahun 
kelahirannya tersangka pakai untuk mengisi aplikasi 
permohonan kartu kredit Bank Mandiri 
3) Bahwa benar terdakwa merubah tanggal kelahirannya 
sebanyak 4 (empat) lembar, dan untuk yang tersangka 
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palsukan tanggal dan tahun kelahirannya sebanyak satu 
lembar yang atas namanya. 
4) Bahwa benar adapun orang yang telah saya palsukan tanggal 
kelahirannya adalah, ADI, PARIADI, WAHYUNI, dan NORMA. 
5) Bahwa benar yang mengetahui adalah ADI dan saudara 
PARIADI sedang saudari WAHYUNI dan saudari NORMA 
tidak tahu. 
6) Bahwa benar aplikasi permohonan kartu kredit Bank Mandiri 
tersebut telah disetujui oleh pihak Bank Mandiri yang telah 
disetujui adalah yang atas nama NORMA, ADI, dan PARIADI. 
7) Bahwa benar terdakwa yang pakai adalah untuk ADI dan 
PARIADI untuk dia sendiri sedang untuk atas nama NORMA 
terdakwa yang pakai. 
8) Bahwa pembayaran uang angsuran kartu kredit itu sampai 
saat ini lancar. 
9) Bahwa benar terdakwa lakukan pemalsuan identitas pada KTP 
orang itu untuk mendapatkan kartu yang disetujui dimana 
apabila ada kartu kredit yang disetujui oleh pihak Bank maka 
saya mendapatkan bonus dari pihak Bank Mandiri. 
10) Bahwa benar tanda tangan pada aplikasi itu adalah terdakwa 
yang tanda tangani namun atas nama NORMA. 
11) Bahwa benar terdakwa tanda tangani aplikasi atas nama 
NORMA tanpa sepengetahuan saudari NORMA yang 
merupakan kakak kandungnya. 
12) Bahwa terdakwa membenarkan laptop milik HANSIAH yang 
telah tersangka pakai untuk menscan KTP yang tersangka 
palsukan tanggal dan tahun kelahirannya. 
13) Bahwa untuk aplikasi ADI dia sendiri yang tanda tangani 
sedang aplikasi saudara PARIADI terdakwa yang tanda 
tangani.  
14) Bahwa benar untuk tanggal kelahiran saudari NORMA yang 
sebenarnya adalah tanggal 03 Juli 1971, kemudian terdakwa 
ubah menjadi tanggal 07 Juli tahun 1971 dan untuk ADI dan 
PARIADI saya tidak ingat lagi. 
15) Bahwa HASNIAH mengetahui hal itu dan HASNIAH juga 
menggunakan laptop itu untuk memalsukan identitas orang 
yang mengajukan permohonan karu kredit bank Mandiri. 
16) Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan 
persidangan; 





Dari fakta-fakta persidangan yang ada diataslah yang menjadi 
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.Menurut 
penulis hakim telah menjatuhkan putusan yang tepat karena hakim 
dengan bijak telah mempertimbangan fakta-fakta persidangan yang 
ada. Berdasarkan keterangan saksi dipersidangan penulis setuju 
bahwa terdakwa SALMAH telah melakukan pemalsuan surat, akan 
tetapi keterangan dari terdakwa SALMAH bahwa pembayaran uang 
angsuran kartu kredit itu sampai saat ini lancar,danBahwa benar 
terdakwa melakukan pemalsuan identitas pada KTP orang itu untuk 
mendapatkan kartu yang disetujui dimana apabila ada kartu kredit 
yang disetujui oleh pihak Bank maka saya mendapatkan bonus dari 
pihak Bank Mandiri. Dari keterangan terdakwa penulis merasa 
terdakwa melakukan hal tersebut semata-mata untuk menambah 
penghasilannya dan tidak berniat untuk merugikan pihak Bank 
Mandiri,dibuktikan dengan keterangannya didalam persidangan bahwa 
pembayaran kartu kredit sampai pada saat itu dalam keadaan lancar. 
Terdakwapun telah mengakui kesalahaannya dan berjanji tidak 
akan mengulanginya lagi. Menurut penulis hakim juga telah 
mempertimbangkan dengan bijak bahwa terdakwa SALMAH telah 
bersikap sopan dipersidangan,terdakwa menyesali 
perbuatannya,terdakwa juga mempunyai tanggungan keluarga yaitu 3 
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orang anak,dan terdakwa belum pernah dihukum,Oleh karena itu 






Dari rumusanmasalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah diuraikan diatas,maka penulis dapat menarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Penerapan ketentuan hukum pidana materil terhadap perkara 
putusan Nomor :847/Pid.B/2013/PN.Makassar, didasarkan pada 
fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi,     
keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Perbuatan yang 
didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan,berdasarkan 
pasal 184 KUHAP pembuktian ini didasarkan pada alat bukti yaitu 
keterangan saksi, alat bukti surat,dan keterangan terdakwa didalam 
persidangan. 
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana 
perkara putusan Nomor :847/Pid.B/2013/PN. Makassar, Menurut 
penulis sudah sesuai karena berdasarkan fakta-fakta persidangan 
yang ada yaitu penjabaran keterangan para saksi, keterangan 
terdakwa, barang bukti, adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, 
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hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa, 
serta diperkuat dengan keyakinan hakim. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran 
sebagai berikut : 
1. Terhadap perkara tindak pidana pemalsuan surat ini penulis 
harapkan agar  Majelis Hakim lebih cermat terhadap fakta-fakta 
yang terungkap dalam persidangan dan lebih memperhatikan dasar 
hukum yang akan diterapkan kepada terdakwa. 
2. Peranan polisi dalam tahap penyidikan dan jaksa dalam menyusun 
surat dakwaan hendaknya lebih menggali fakta-fakta dari suatu 
tindak pidana karena surat dakwaan adalah dasar bagi hakim dalam 
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